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 WALI KOTA BONTANG 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN WALI KOTA BONTANG 

NOMOR 24 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATUAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2022 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALI KOTA BONTANG,  

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga 

dapat digunakan untuk mendanai keperluan mendesak 

dengan melakukan pergeseran anggaran dari belanja 

tidak terduga kepada belanja satuan kerja perangkat 

daerah/unit satuan kerja perangkat daerah yang 

membidangi; 

b. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang 

Nomor 27/Pdt.G/2022/PN yang menyatakan Pemerintah 

Kota Bontang berkewajiban membayar utang investasi 

kepada Perseroan Terbatas Grawita Berkat Abadi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan 

Wali Kota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6766); 

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

  

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 431); 

  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 
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14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota 

Bontang Tahun 2022 Nomor 5); 

  

15 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 

Daerah Kota Bontang Tahun 2022 Nomor 21); 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.  
 

   
 

Pasal I 

Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal dalam 

Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bontang 

Tahun 2022 Nomor 21), yakni Pasal 2A sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

 Pasal 2A 

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 

huruf b terdiri atas: 

a. belanja operasi 

1. semula  Rp 1.355.469.277.642,00  

2. bertambah  Rp 304.260.819,00  

jumlah belanja operasi  

setelah perubahan            Rp 1.355.773.538.461,00 

b. belanja modal 

1. semula  Rp 270.491.210.686,00  

2. bertambah  Rp 2.641.500.000,00  

jumlah belanja modal  

setelah perubahan            Rp 273.132.710.686,00 
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c. belanja tidak terduga 

1. semula  Rp 30.465.763.978,00  

2. berkurang  Rp (2.945.760.819,00)  

jumlah belanja tidak  

terduga setelah  

perubahan             Rp 27.520.003.159,00 

d. belanja transfer 

1. semula  Rp 15.000.000,00  

2. bertambah  Rp 0,00  

jumlah belanja transfer  

setelah perubahan            Rp  15.000.000,00 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.  
 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya        

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG     Ditetapkan di Bontang   

KEPALA BAGIAN HUKUM,    pada tanggal 21 November 2022 

 
  

 
WALI KOTA BONTANG,ttd   

       

                       ttd   

Muhammad Syaifullah, SH, M.Si       

NIP.197404112000031001  BASRI RASE 
       

Diundangkan di Bontang   
  

  

pada tanggal 21 November 2022   
  

  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,   

          

          

                          ttd   
  

  

   AJI ERLYNAWATI   
  

  

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2022 NOMOR 24 

 
  

 
  

  
  

 

 


